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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka oleh penyidik Polres 

Labuhanbatu telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. 

Hal ini tercermin dari adanya pemberian hak kepada tersangka untuk mendapatkan 

informasi yang jelas mengenai status hukumnya, hak untuk didampingi oleh 

penasihat hukum, serta jaminan bahwa proses pemeriksaan dilakukan tanpa adanya 

tekanan fisik maupun psikis. Selain itu, penggunaan sarana pendukung seperti 

CCTV, keterlibatan berbagai pihak dalam proses penangkapan, serta pengawasan 

internal melalui atasan penyidik menjadi bentuk nyata upaya menjaga transparansi 

dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Pendekatan humanis yang diterapkan 

oleh penyidik juga menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan suasana 

pemeriksaan yang adil dan menghormati martabat tersangka. Dengan demikian, 

perlindungan hukum terhadap tersangka tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah 

diimplementasikan secara praktis dalam setiap tahapan penyidikan. 

Penyidik Polres Labuhanbatu telah melakukan berbagai upaya strategis, 

antara lain dengan meningkatkan profesionalitas penyidik, memperkuat kerja sama 

dengan lembaga bantuan hukum, serta menerapkan pendekatan humanis dalam 

proses penyidikan. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal 

juga menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa proses penyidikan berjalan 

sesuai dengan prinsip due process of law. Upaya edukasi hukum kepada tersangka 
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juga berperan dalam meningkatkan pemahaman serta kepercayaan terhadap proses 

hukum yang dijalani. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa perlindungan hukum terhadap tersangka di Polres Labuhanbatu telah 

mengarah pada penerapan yang lebih efektif dan berkeadilan, meskipun masih 

memerlukan penyempurnaan dalam beberapa aspek untuk mencapai hasil yang 

optimal. 

5.2. Saran 

Penyidik Polres Labuhanbatu terus meningkatkan kualitas pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap tersangka, khususnya dalam memastikan bahwa 

setiap proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan prinsip hak asasi manusia. Peningkatan 

profesionalitas penyidik perlu dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan yang 

berfokus pada pemahaman hukum acara pidana, teknik pemeriksaan yang humanis, 

serta penghormatan terhadap hak-hak tersangka. Selain itu, perlu adanya penguatan 

dalam penerapan prosedur operasional standar (SOP) yang lebih rinci dan tegas 

guna meminimalisir terjadinya perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan tugas 

penyidikan. Penggunaan sarana pendukung seperti CCTV juga perlu dioptimalkan 

sebagai alat pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama proses 

pemeriksaan. Dengan demikian, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lebih 

transparan, akuntabel, dan berkeadilan. 

 


